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ABSTRAK 
 
HERSON THIORIKS (B022172025). TANGGUNG JAWAB NOTARIS 
ATAS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN NOMINEE PEMEGANG 
SAHAM OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PENDIRIAN 
PERSEROAN TERBATAS (Dibimbing oleh Anwar Borahima dan Winner 
Sitorus).  
 
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah kekuatan 
mengikat akta notaris penyataan nominee pemegang saham oleh warga 
negara asing dalam pendirian perseroan terbatas dan tanggung jawab 
notaris atas pembuatan akta pernyataan nominee pemegang saham oleh 
warga negara asing dalam pendirian perseroan terbatas. 
 
      Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal 
research). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan dengan menggunakan 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. 
Analisis data menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. 

 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Akta notaris mengenai 
pernyataan nominee pemegang saham oleh warga negara asing dalam 
pendirian perseroan terbatas tidak mempunyai kekuatan mengikat 
sebagai akta notaris. Pernyataan nominee dalam kepemilikan saham 
pada suatu perseroan terbatas melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-
Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan perjanjian nominee 
dan/atau pernyataan itu batal demi hukum; 2) Notaris bertanggung jawab 
atas pembuatan akta pernyataan nominee pemegang saham oleh warga 
negara asing dalam pendirian perseroan terbatas berdasarkan wewenang 
yang ada pada notaris. Apabila akta otentik dalam pembuatannya cacat 
hukum yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan notaris dan 
kemudian akta itu oleh pengadilan dinyatakan tidak otentik, atau tidak sah, 
atau menjadi batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah 
tangan, maka notaris bersangkutan harus bertanggung jawab atas 
kesalahan yang ditimbulkan.  
 
Kata Kunci: Akta; Notaris; Pernyataan Nominee; Perseroan Terbatas 
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ABSTRACT 

 
HERSON THIORIKS (B022172025). NOTARY RESPONSIBILITIES FOR 
THE MAKING OF A NOMINEE STATEMENT FOR SHAREHOLDERS BY 
FOREIGN CITIZENS IN ESTABLISHING OF A LIMITED COMPANY 
(Guided by Anwar Borahima and Winner Sitorus). 
 
      The aims of the research are to analyze and examine the binding 
power of notary deed in making a nominee statement for shareholders by 
foreign citizens in establishing a limited company and notary responsibility 
for drafting a nominee statement for shareholders by foreign citizens in 
establishing a limited company. 
 
      The type of research is a normative legal research. This research uses 
statute and conceptual approaches. This research relies on literature 
research using primary legal materials, secondary legal materials, and 
non-legal materials. Data analysis uses prescriptive analysis with 
deductive methods. 
 
      The results of the research indicated that (1) Notary deed concerning 
shareholder nominee statement by foreign citizens in establishing a limited 
liability company does not have binding power as a notarial deed. 
Nominee statements in the ownership of shares in a limited company 
violate the provisions of Article 33 of the Investment Law, which results in 
the nominee agreement and / or statement being null and void; (2) The 
notary is responsible for making the deed of shareholder nominee 
statement by foreign citizens in establishing a limited company based on 
the authority available to the notary. If the authentic deed in making it is 
legally flawed solely due to a notary error, and then the deed by the court 
is declared unauthorized, or invalid, or becomes null and void or is 
degraded into a deed under the hand, then the notary concerned must be 
held responsible for errors it caused. 
 
Keywords: Deed; Notary Public; Nominee Statement; Limited Company 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

      Keberadaan notaris dalam kehidupan masyarakat yang sedemikian 

penting berdampak pada perkembangan dasar hukum mengenai notaris. 

Hukum di Indonesia menempatkan notaris sebagai Pejabat Umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (kedua Undang-

Undang tersebut dalam Tesis ini hanya akan disebut  dengan Undang-

Undang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN). 

      Selain itu, dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat 

bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan 

senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi 

kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Sehubungan dengan itu, 

Pasal 15 Ayat (1) UUJN mengatur bahwa, notaris berwenang membuat 

akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 
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pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

      Notaris adalah Pejabat Umum (openbare ambtenaren), karena erat 

hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama 

yaitu membuat akta-akta otentik.1 Dengan demikian notaris menjalankan 

sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk 

melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen 

hukum berbentuk akta otentik. Sejalan dengan hal itu notaris merupakan 

pejabat umum yang berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-

tulisannya (akta).2 

      Sehubungan dengan pengertian notaris di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik tertentu ada yang 

diharuskan oleh perundang-undangan dalam rangka menciptakan 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. 3 

      Peranan notaris sangat penting dalam pembuatan akta otentik yang 

telah diatur undang-undang, serta adanya sanksi dalam kode etik apabila 

notaris dalam melaksanakan profesinya bertentangan dengan ketentuan 

etika profesi.  

                                                             
1
 R. Soegondo Notodisoerjo (b), Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, 

Raja Grafindo Persada : Jakarta, Cetakan II, 1993, hal. 42. 
2
 Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Laksbang Pressindo : 

Yogyakarta, 2011, hal. 72. 
3
 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia 

Cerdas : Jakarta, 2013,  hal  63. 
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      Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan 

akta maka terhadap akta yang dibuatnya notaris wajib mempertanggung 

jawabkan akta yang dibuatnya sesuai dengan Pasal 38 UUJN. Tanggung 

jawab notaris dalam akta terdapat pada bagian awal akta atau kepala 

akta dan pada akhir akta atau penutup akta. Pada awal akta tertulis 

mengenai judul akta, nomor akta, waktu pembuatan akta, dan nama 

lengkap serta tempat kedudukan notaris. Sementara pada akhir akta atau 

penutup akta juga menjadi tanggung jawab notaris karena pada akhir 

akta ini memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dalam 

Pasal 16 Ayat (1) Huruf m dan Pasal 16 Ayat (7) UUJN.   

      Dalam perkembangan dunia usaha dan bisnis saat ini, para pelaku 

usaha semakin giat bersaing, banyaknya kekayaan alam yang 

terkandung di tanah air ini serta peluang untuk mengembangkan usaha 

yang begitu besar, menggugah kreativitas para investor dan pengusaha 

asing untuk berwirausaha di Indonesia. Berdasarkan konsep dasar 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria 

selanjutnya disebut UUPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan asas 

kebangsaan atau asas nasionalitas terdapat dalam Penjelasan Umum 

UUPA bahwa asas nasionalitas yang memberikan batasan dalam  lalu  

lintas tanah ini yang mengakibatkan terdapat perlakuan yang berbeda 

atas benda tanah dan benda bukan tanah. Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
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(selanjutnya disingkat UUPM) mengatur bahwa, penanaman modal asing 

wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia 

dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali 

ditentukan lain oleh undang-undang.  

      Investasi asing di Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas (PT)  

dapat dilakukan dengan kepemilikan saham pada saat pendirian 

perusahaan atau pembelian saham dalam perusahaan yang sudah 

didirikan baik PT Nasional maupun PT PMA (Penanaman Modal Asing), 

namun harus melengkapi dokumen perizinan persyaratan pendirian 

perusahaan, syarat tersebut secara hukum harus diperhatikan oleh 

investor asing sebelum melakukan kegiatan investasi. 

      Dalam Pasal 33 Ayat (1) UUPM ditentukan bahwa penanam modal 

dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman 

modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian 

dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam 

perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Hal ini dikarenakan 

tidak diperbolehkannya orang asing untuk menanam modal/investasi 

dalam bidang usaha yang tertutup. Kondisi dari adanya pembatasan-

pembatasan dan sulitnya persyaratan yang diatur oleh pemerintah 

terhadap orang asing tersebut di atas menjadikan para pihak yang 

berkepentingan mencari suatu cara untuk melakukan segala cara agar 

tetap dapat berinvestasi terhadap kepemilikan saham di Indonesia 

terhadap perusahaan yang tertutup. 
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      Cara yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha 

investor asing yaitu dengan melakukan pembuatan Akta Nominee antara 

Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI), 

yaitu dengan mempergunakan nama orang lain yang merupakan WNI 

sebagaimana ditunjuk sebagai nominee atau dikenal juga dengan 

perjanjian/pernyataan saham pinjam nama untuk didaftarkan sebagai 

pemilik. Menurut Salim H.S. perjanjian saham pinjam nama atau biasa 

disebut dengan nominee agreement adalah : 

Suatu perjanjian di mana seseorang yang ditunjuk oleh pihak lain 
untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu 
sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh nominee terbatas pada apa yang telah diperjanjikan 
sebelumnya dengan pihak pemberi kuasa.4  
 

      Antara orang yang tercatat namanya dalam akta dengan orang lain 

yang merupakan pemilik sebenarnya dibuat suatu perjanjian/pernyataan 

lain. Perjanjian nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia 

dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan 

penyelundupan hukum. Perjanjian ini belum diatur dalam Burgerlijke 

Wetboek (selanjutnya disingkat BW) namun dalam kenyataannya tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat, perjanjian ini juga masuk dalam 

kategori jenis perjanjian tidak bernama (nominee). 

      Konsep nominee
5
 atau kadang disebut konsep trust tidak dikenal 

dalam sistem hukum civil law yang berlaku di Indonesia. Trust yang pada 

                                                             
4
 Salim H.S. (b), Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Sinar Grafika : 

Jakarta, 2008, hal. 49. 
5
 Nominee adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki (legal owner) suatu harta 

dan/atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi 
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mulanya dikatakan khas tradisi hukum common law, kepemilikan secara 

absolut dipecah menjadi kepemilikan yang terdaftar dalam hukum atau 

disebut dengan legal owner dan kepemilikan secara kemanfaatan atau 

kenikmatan dari benda atau disebut beneficial owner.6 Dengan 

menggunakan konsep nominee, maka pihak asing dapat tetap 

menanamkan investasinya dalam bidang usaha yang tertutup karena 

penggunaan konsep nominee memungkinkan nama dan identitas 

pemegang saham nominee yang akan tercatat sebagai pemegang saham 

dalam perusahaan yang bersangkutan, sedangkan nama dan identitas 

dari pemilik asli saham tersebut akan dirahasiakan kecuali terdapatnya 

perintah dari pengadilan. 

     Ketentuan kepemilikan saham secara nominee tidak diatur dalam 

Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas 

(selanjutnya disingkat UUPT). Dalam UUPT juga tidak melarang  

penggunaan nominee saham dan perjanjian/pernyataan nominee saham  

atau dapat dikatakan bahwa adanya  kekosongan  norma  dalam  UUPT. 

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT menentukan bahwa, pendirian perseroan 

terbatas dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta 

notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada bagian penjelasan 

dari UUPT Pasal 7 Ayat (1), yang dimaksud orang adalah orang 

perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan 

                                                                                                                                                                       
pemilik harta dan/atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atau 
penghasilan. (Pasal 1 Angka 6 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-62/PJ./2009) 

6
 Gunawan Widjadja, Pentingnya Pengaturan Trust dalam Institusi Di luar Pasar Modal, 

Edisi 18, Buletin Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal : Jakarta, 2013, hal. 7. 
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hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam Ayat ini menegaskan 

prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada 

dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan 

perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang 

saham. 

     Syarat mendirikan perseroan terbatas melalui perjanjian yang 

menyebabkan pendirian perseroan terbatas harus dilakukan oleh 2 (dua) 

orang atau lebih sebagai pemegang saham, karena tidak mungkin satu 

orang mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri. Syarat pendirian 

perseroan terbatas dengan 2 (dua) orang atau lebih ini juga memicu 

timbulnya pemegang saham nominee (nominee shareholder). Dalam 

perjanjian/pernyataan nominee, keberadaan seseorang atau suatu pihak 

tertentu yang dijadikan sebagai pemegang saham atau lebih tepatnya 

pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham tertentu, sedangkan 

beneficiary mendapatkan manfaat dari saham tersebut. Tujuan dari 

adanya perjanjian/pernyataan nominee ini dimaksudkan dalam rangka 

menyembunyikan kepemilikan nominee shareholder terhadap masyarakat 

umum serta menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau didirikan lebih dahulu. 

     Kebutuhan masyarakat yang meningkat dan perkembangan zaman 

yang semakin pesat telah banyak memengaruhi jabatan notaris. Notaris 

selaku pejabat yang berwenang membuat akta PT harus dapat 

memertimbangkan dan menganalisa dengan cermat dalam proses 
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pembuatan akta tersebut. Namun demikian dalam praktiknya sering  

dijumpai dan tidak jarang timbul sengketa dari praktik nominee tersebut. 

      Dalam perjanjian/pernyataan nominee antara WNA dengan WNI tentu 

berkaitan erat dengan notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam 

membuat akta perjanjian/pernyataan nominee, yang sebagaimana 

disebutkan dalam UUJN bahwa setiap akta yang dibuat oleh kepentingan 

para pihak penghadap di hadapan notaris, maka akta tersebut 

mempunyai kekuatan sebagai akta otentik, namun pada kenyataannya 

tujuan pembuatan perjanjian/pernyataan nominee ini untuk 

mengamankan aset-aset yang menjadi objek nominee padahal praktik ini 

sering dilatarbelakangi oleh suatu itikad yang tidak baik, misalnya untuk 

menghindari peraturan perundang-undangan yang membatasi 

kepemilikan warga negara asing atau lebih jauh lagi sebagai bentuk 

praktik pencucian uang.  

      Dari latar belakang di atas yang menjadi isu hukum dalam penelitian 

ini adalah perjanjian/pernyataan nominee yang dibuat oleh notaris 

tersebut justru telah mencederai wibawa dari profesi notaris itu sendiri 

dimana notaris wajib bertanggung jawab terhadap akta yang telah 

dibuatnya. Selain dapat merugikan negara, notaris yang tetap membuat 

akta perjanjian/pernyataan nominee tersebut berindikasi melakukan 

pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran yang 

dilakukan oleh notaris ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai 

kekuatan mengikat dari akta notaris mengenai pernyataan nominee 



9 
 

pemegang saham oleh warga negara asing dalam pendirian perseroan 

terbatas serta tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pernyataan 

nominee pemegang saham oleh warga negara asing dalam pendirian 

perseroan terbatas.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah akta notaris pernyataan nominee pemegang saham oleh 

warga negara asing dalam pendirian perseroan terbatas mempunyai 

kekuatan hukum sebagai akta notaris? 

2. Apakah notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta pernyataan 

nominee pemegang saham oleh warga negara asing dalam pendirian 

perseroan terbatas? 

C. Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu : 

1. Untuk menganalisis dan menelaah kekuatan mengikat akta notaris 

pernyataan nominee pemegang saham oleh warga negara asing 

dalam pendirian perseroan terbatas. 

2. Untuk menganalisis dan menelaah tanggung jawab notaris atas 

pembuatan akta pernyataan nominee pemegang saham oleh warga 

negara asing dalam pendirian perseroan terbatas. 
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D. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini mempunyai manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoretis : 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai 

acuan perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum perseroan terbatas pada khususnya serta mengenai tanggung 

jawab notaris terhadap pembuatan akta pernyataan nominee 

pemegang saham oleh warga negara asing dalam pendirian 

perseroan terbatas. 

2. Manfaat Praktis : 

Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bagi 

notaris mengenai tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesi 

dan jabatan sehingga terhindar dari kesalahan dalam pembuatan akta 

yang berkaitan dengan perseroan terbatas. 

E. Orisinalitas Penelitian 

      Berdasarkan pencarian peneliti, terhadap tesis yang ada pada 

Universitas yang mengelola Program Pasca Sarjana Magister 

Kenotariatan terdapat 2 (dua) judul tesis yang identik terkait tentang 

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee 

Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas, yaitu: 

1. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Penggunaan 

Saham Nominee Dalam Penanaman Modal Asing. Tesis Yanti Maya 

Sari pada Universitas Sumatera Utara. 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis tersebut di atas. 

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris terhadap 

pembuatan akta penggunaan saham nominee yang lebih mengacu 

pada PT PMA serta kepastian hukum dari pembuatan akta tersebut. 

Dengan adanya larangan praktik nominee, tanggung jawab notaris 

yang tetap membuat akta perjanjian nominee dalam hal ini akan 

dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diatur 

dalam Pasal 91 A UUJN. Penelitian tesis ini lebih memfokuskan pada 

akibat hukum dari perjanjian nominee yang dibuat oleh notaris serta 

tanggung jawab notaris baik dari segi administrasi, perdata, maupun 

pidana.  

2. Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan 

Saham Perseroan Terbatas. Tesis Lucky Suryo Wicaksono pada 

Universitas Islam Indonesia. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis tersebut di atas. 

Penelitian ini menganalisis mengenai pembentukan nominee 

agreement kepemilikan saham perseroan terbatas yang digunakan di 

Indonesia dan kedudukan nominee agreement dalam aturan hukum di 

Indonesia serta pertanggungjawaban notaris terhadap nominee 

agreement tersebut. 

      Sedangkan penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab 

notaris terhadap pembuatan akta pernyataan nominee pemegang saham 

oleh warga negara asing dalam lingkup pendirian perseroan terbatas di 
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mana pernyataan nominee tersebut lebih mengacu pada PT Nasional. 

Dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM, penanaman modal ditinjau dari aspek 

permodalan dapat dibagi atas penanaman modal asing (PMA) dan 

penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penelitian tesis ini lebih 

mengacu kepada PMDN dalam bentuk PT Nasional untuk melakukan 

usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

penanam modal dalam negeri serta kekuatan mengikat dari akta notaris 

mengenai pernyataan nominee pemegang saham oleh warga negara 

asing dalam pendirian perseroan terbatas. 

      Oleh karena itu keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan, 

namun sekiranya pernah dilakukan penelitian yang sama, maka 

penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya serta dapat menjadi bahan 

perbandingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Notaris  

1. Kedudukan Hukum Notaris  

      “Notaris berasal dari kata natae, yang artinya tulisan rahasia, jadi 

pejabat itu semacam penulis steno”.7  

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh 
yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta 
otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan 
memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang 
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan 
atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.8 
 

      Pasal 1 Angka 1 UUJN mengatur bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kedudukan 

notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada 

notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama 

sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-

pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka 

kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.9 

      Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris 

sebagai pejabat umum. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan 

                                                             
7
 Soetarjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty : Yogyakarta, 

1986, hal. 4. 
8
 Habib Adjie (a), Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama : Bandung, 2008, hal. 13. 
9
 Ibid.,  hal. 40.  
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dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang 

menjangkau publik (openbaar gezag). Sebagai pejabat umum notaris 

diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan 

kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri 

yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh 

Negara/Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah. 

      Kedudukan notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah 

masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, 

dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. 

Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini 

mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai notaris bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya 

serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran 

jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat 

akta baik yang disengaja maupun tidak disengaja maka notaris wajib 

mempertanggungjawabkannya. 

      Dalam praktiknya notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum 

sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai 

tersangka.10 Terkait hal tersebut, maka dalam Pasal 66 Ayat (1) UUJN 

bahwa untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum, 

atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang: 

                                                             
10

 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses : Jakarta, 2009, 
hal. 82. 
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a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; 

dan  

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan 

notaris.       

      Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk 

memperoleh tanda  bukti  atau  dokumen  hukum  yang  berkaitan  

dengan  hukum  perdata  dan keperluan tersebut diserahkan kepada 

Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta  yang  dikeluarkan  oleh  

seorang  Notaris  tersebut  menjadi  milik  Negara  yang wajib disimpan 

sampai  batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai  bentuk dalam 

menjalankan  kekuasaan  negara  yang  diterima  oleh  Notaris  dalam  

kedudukan sebagai  jabatan  bukan  sebagai  profesi  semata,  karena  

hal  tersebut  maka  Notaris diberikan  hak  untuk  memakai  lambang  

Negara  yaitu  Burung  Garuda  dalam menjalankan jabatannya.11 

      Dengan konstruksi seperti itu bahwa notaris menjalankan sebagian 

kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani 

kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum 

berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang 

sempurna. Otensitas akta notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta 

yang dimaksud dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum dengan 

                                                             
11

 Habib Adjie (a), Op.Cit., hal. 42. 
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segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat 

notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang 

menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau 

di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 

BW.12 

2. Tugas dan Kewenangan Notaris 

      Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan 

diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. 

Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-

undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan. 

      Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu 

sendiri yang dalam Pasal 1 Angka 1 ditentukan bahwa notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini 

maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk 

membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat 

memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya 

masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, 

                                                             
12

 Ibid.  
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dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan hukum.
13

 

      Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang 

bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis 

akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris, dan berdasarkan 

UUJN wewanang notaris diciptakan dan diberikan oleh undang-undang 

jabatan notaris itu sendiri. 

      Kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 dari Ayat (1) 

sampai dengan Ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi: 

a. Kewenangan umum notaris 

      Pasal 15 Ayat (1) UUJN menentukan bahwa salah satu 

kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut 

sebagai kewenangan umum notaris, dengan batasan sepanjang : 

1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang; 

2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat 

akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki 

oleh yang bersangkutan; 

3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang 

berkepentingan. 

                                                             
13

 Komar Andasasmita (b), Notaris I, Edisi Revisi, Sumur Bandung : Bandung, 
2001, hal. 2. 
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      Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta 

notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu : 

1) Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/ 

tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memerhatikan 

aturan hukum yang berlaku. 

2) Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau 

ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang 

menilai atau mengatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka 

orang/pihak yang menilai atau mengatakan tidak benar tersebut 

wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan 

hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini 

berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris. 

      Berdasarkan kewenangan di atas, Notaris berwenang membuat 

akta sepanjang  dikehendaki  oleh  para  pihak  atau  berdasarkan 

aturan  hukum  yang  wajib  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik.  

Pembuatan  akta  tersebut  harus  berdasarkan  aturan  hukum  yang  

berkaitan  dengan  prosedur  pembuatan  akta  Notaris. 

b. Kewenangan khusus notaris 

       Pasal 15 Ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus 

notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti : 
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1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus; 

3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan; 

4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta; 

6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau 

7) Membuat akta risalah lelang. 

      Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang 

diatur dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan 

kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta 

yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara 

Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut 

notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak. 

c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian 

      Pasal 15 Ayat (3) UUJN mengatur wewenang yang akan 

ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan 

datang kemudian (ius constituendum). Wewenang notaris yang akan 



20 
 

ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan 

ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

      Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan 

kewenangan yang akan ditentukan kemudian dalam peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara 

(pemerintah bersama-sama dewan perwakilan rakyat) atau pejabat 

negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan 

seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud 

harus dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-

undang). 

3. Tanggung Jawab Notaris  

      Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai 

tanggung jawab14 terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk 

bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas semua 

tindakannya. 

      Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan pada 

ketelitian, kecermatan dan ketepatan. Tiga unsur sifat pribadi harus 

mendapatkan perhatian khusus yang membentuk karakter di dalam 

menjalankan jabatan adalah : 

a. Jujur terhadap diri sendiri; 

b. Baik dan benar; 

                                                             
14

  Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara 
selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang 
mampu bertindak secara moral. Objek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-
sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas. 
(Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta : Jakarta, 2012, hal. 84.) 
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c. Profesional. 

      Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan 

dengan kebenaran materiil dibedakan dalam: 15 

a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran 
materiil terhadap akta yang dibuatnya. 

b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran 
materiil terhadap akta yang dibuatnya.  

c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris 
terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. 

d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 
berdasarkan kode etik notaris. 
 

     Dalam Pasal 65 UUJN ditentukan bahwa notaris, notaris pengganti, 

notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung 

jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah 

diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. 

Jadi, tanggung jawab terhadap pembuatan akta tidak berakhir meskipun 

protokol notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan, dan notaris 

tetap bertanggung jawab terhadap akta tersebut.  

      Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, menurut G. 

H. S. Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta 

yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut: 16 

a. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan 
Jabatan Notaris. 

b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai 
bentuknya (gebrek in de vorm), dibatalkan di muka pengadilan, 
atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan. 

                                                             
15

 Abdul  Gofur  Anshori,  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  
Etika,  UII Press : Yogyakarta, 2009, hal. 34. 

16
 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga : Jakarta, 1983, hal. 

325. 
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c. Dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 1365 mengenai tanggung jawab dengan 
unsur  kesalahan (kesengajaan dan kelalaian). 
 

      Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung 

tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna 

sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan 

masyarakat dan negara. 

4. Akta Notaris sebagai Akta Otentik 

      Dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN didefinisikan Akta notaris merupakan 

akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan 

tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat 

sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan 

serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris (sebagai 

pejabat umum). 

      Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, 

sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta otentik 

merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang 

dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja 

dapat dibuat oleh notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), pejabat lelang dan pegawai kantor catatan sipil.  

      Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai 

akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, 
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hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta 

otentik, yaitu :
 17

 

a. “Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya 

baku). 

b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum”. 

      Dalam proses pembuatan akta, sumber untuk otensitas akta notaris 

juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris. Berdasarkan 

Pasal 1868 BW pembuatan akta tersebut dilakukan dengan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) 

seorang pejabat umum.  

      Akta yang dibuat oleh (door) notaris dalam praktik notaris disebut 

Akta Relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian notaris 

yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, 

agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan 

ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan (ten 

overstaan) notaris, dalam praktik notaris disebut Akta Pihak, yang 

berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan 

atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan 

agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta 

notaris.18 

                                                             
17

 Philipus M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya 
Post : Surabaya, 2001, hal. 3. 

18
 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit., hal. 51.  
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      Dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta 

notaris dan notaris, jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para 

pihak, maka: 

1) Para pihak datang kembali ke notaris untuk membuat akta 

pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang 

dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak 

menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.  

2) Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk 

dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, 

dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi 

akta di bawah tangan.  

      Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa 

dirugikan dari akta yang dibuat notaris, maka pihak yang merasa 

dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi 

kepada notaris yang bersangkutan dengan kewajiban penggugat, 

yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut 

merupakan akibat langsung dari akta notaris. 

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang. 

      ”Pengaturan pertama kali notaris Indonesia berdasarkan Instruktie 

voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No. 
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11, tanggal 7 maret 1822”19, kemudian dengan Reglement op Het 

Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860: 3), dan Reglement ini berasal 

dari Wet op het Notarisambt (1842), kemudain Reglement tersebut 

diterjemahkan menjadi Peraturan Jabatan Notaris (PJN).20 

      Meskipun notaris di Indonesia diatur dalam bentuk Reglement, hal 

tersebut tidak dimasalahkan karena sejak lembaga notaris lahir di 

Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk Reglement, dan 

secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 

tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, yang tidak 

mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya UUJN keberadaan 

akta notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh 

undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UUJN.  

c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. 

      Wewenang notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu: 21 

1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang 

harus dibuat itu; 

      Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang 

tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris 

juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak 

                                                             
19

 R. Soegondo Notodisoerjo (a), Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, 
Rajawali : Jakarta, 1982, hal. 24-25. 

20
 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktik Notaris, Ichtiar Baru Van 

Hoeve : Jakarta, 1994, hal. 362.  

 
21

 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit,. hal. 49. 
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atau pejabat lain mengandung makna bahwa wewenang notaris 

dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, 

sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas.  

2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat;  

      Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi 

agar menjaga netralitas notaris dalam pembuatan akta, ada 

batasan bahwa berdasarkan Pasal 52 UUJN notaris tidak 

diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, 

atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan 

notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam 

garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa 

pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai 

dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, 

maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan 

kuasa.  

3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana 

akta itu dibuat; 

      Pasal 18 Ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris harus 

berkedudukan di daerah kabupaten atau kota setiap notaris sesuai 

dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan 

berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 Ayat (1) 

UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh 
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wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 Ayat (2) 

UUJN).  

4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan 

akta itu; 

      Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam 

keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan 

sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara 

berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya, agar tidak 

terjadi kekosongan maka notaris yang bersangkutan dapat 

merujuk notaris pengganti (Pasal 1 Angka 3 UUJN). 

      Dengan demikian, akta otentik merupakan suatu bukti dan 

menyempurnakan perbuatan hukum dari subjek hukum, sebagai tanda, 

data-data ataupun identitas subjek hukum dinyatakan secara tegas di 

dalam akta dan ditandatangani oleh subjek hukum yang bersangkutan, 

telah dilakukannya perbuatan hukum antara para pihak yang dinyatakan 

dalam suatu akta dan sebagai bukti bila dikemudian hari terjadi sengketa 

diantara subjek hukum yang telah tertuang dalam akta tersebut, yang 

dibuat “oleh” atau “di hadapan” pejabat yang berwenang. 

5. Kekuatan Mengikat Akta Notaris  

      Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang 

membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini 

berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang 

membuatnya. Asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda ini 



28 
 

berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 Ayat (1) BW 

mengatur bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuat. 

      Adapun pacta sunt servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan 

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengingat kekuatan 

hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan 

dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya.22 Kekuatan mengikat 

perjanjian sebagai undang-undang menentukan bahwa para pihak harus 

tunduk dan patuh pada ketentuan perjanjian yang mereka buat 

sebagaimana tunduk dan patuh kepada undang-undang. Apabila ada 

pihak yang melanggar ketentuan dan di dalam perjanjian dapat dikenakan 

sanksi seperti juga pelanggaran terhadap undang-undang. 

      Dalam akta otentik kekuatan yang melekat yaitu sempurna 

(volledigbewijskracht) dan mengikat (bindendebewijskracht), yang berarti 

apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil 

dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi 

keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), 

dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di 

dalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai 

apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim 

sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang 
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 Herlien Budiono (c), Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 
Kenotariatan, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, hal. 31. 
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sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian 

perkara yang disengketakan.
23

 

      Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan 

karakter pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang secara 

khusus telah diberikan wewenang untuk membuat akta. Akta otentik 

sebagai alat bukti yang sempurna merupakan bukti yang cukup untuk 

kedua belah pihak dan orang-orang yang mendapat hak dari pada akta 

otentik tersebut. Fungsi akta bagi para pihak-pihak yang berkepentingan 

yaitu:24 

a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;  

b. Sebagai alat pembuktian; 

c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya. 

      Selain mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, 

akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:  

a. Kekuatan pembuktian lahiriah 

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai 

kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. 

Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka 

sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses 

sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW dan UUJN. 

                                                             
23

 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika : Jakarta, 2008, hal. 545. 

24
 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan 

Akta, Mandar Maju : Bandung, 2011, hal. 99. 
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Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada 

akta/surat di bawah tangan. Proses pembuatannya, bentuk dan 

sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam UUJN. 

b. Kekuatan pembuktian formil 

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan 

bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah 

benar. Merupakan uraian dan keinginan pihak-pihak, keinginan-

keinginan itu kemudian diformulasikan ke dalam akta yang 

disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya.  

c. Kekuatan pembuktian materil 

Kekuatan pembuktian materil artinya bahwa secara yuridis isi akta itu 

telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap 

keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau 

menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya 

(termasuk ahli warisnya atau orang lain (kuasanya) yang mendapat 

hak darinya. Artinya akta itu benar dan mempunyai kekuatan 

pembuktian materil.  

B. Perjanjian Nominee 

1. Pengertian Perjanjian Nominee 

      Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW 

menentukan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian 
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menurut pendapat Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal sebagaimana 

dikutip oleh Salim H.S., dkk yaitu :
 25

 

Suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya 
memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling 
pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh 
seseorang atau keduanya dari mereka. 
 

      Pasal 1313 BW mengatur bahwa perjanjian mengakibatkan 

seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu 

perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada 

orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan 

kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di 

mana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak 

lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan 

(overeenkomst) yang dimaksud dalam Pasal 1313 BW hanya terjadi atas 

izin atau kehendak (toestemming) dari semua mereka yang terkait 

dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau 

perjanjian yang bersangkutan.26 

      Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan 

oleh Undang-undang. Pasal 1320 BW mengatur bahwa untuk sahnya 

perjanjian ditentukan 4 (empat) syarat yaitu: 

 

 

                                                             
25

 Salim H.S., A. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan MoU, Sinar 

Grafika : Jakarta, 2014, hal. 8. 
26

 Komar Andasasmita (a), Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Ikatan 

Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat : Bandung, 1990, hal. 430. 
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a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

      Kata sepakat ialah kecocokan antara kehendak dan kemauan 

kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian.27 Yang 

dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan 

kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.28 

      Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah 

persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara 

penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan 

berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. 

Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja 

terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan 

hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya 

yang tidak secara lisan.29 

      Kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta 

di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Akta di bawah tangan 

merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat 

yang berwenang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat 

lain yang diberi wewenang untuk itu. Berbeda dari akta di bawah 

tangan yang tidak melibatkan pihak berwenang dalam pembuatan 

                                                             
27

 R.M. Suryodiningrat, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito : Bandung, 1991, hal. 86. 
28

 Salim H.S. (a), Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika : Jakarta, 2001, 
hal. 162. 

29
 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 

Sampai 1456 BW, Rajawali Pers : Jakarta, 2013, hal. 68. 
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akta, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan 

pejabat yang berwenang.
30

 

      Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta 

otentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta 

di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan 

keasliannya, sedangkan akta otentik selalu dianggap asli, kecuali 

terbukti kepalsuannya.31 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

      Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan 

yang akan menimbulkan akibat hukum.32 Orang yang dikatakan cakap 

melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa 

artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun 

belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum adalah: 

1) Orang-orang yang belum dewasa; 

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan 

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 

undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 
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 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers : Jakarta, 
2016, hal. 14-15. 

31
 Ibid., hal.15. 
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tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah 

Agung).  

      Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang 

dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tapi 

juga dikaitkan tolak ukur yang lain, misalnya tidak berada di bawah 

pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi cakap melakukan 

perbuatan hukum.33 

c. Suatu hal tertentu 

      Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal 

tertentu (een bepaald onderwerp). Pasal 1333 BW menentukan 

bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) 

yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus 

memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal 

tertentu (centainty of terms),  berarti bahwa apa yang diperjanjikan, 

yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang 

dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan 

jenisnya. 

      Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan 

oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal 
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tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud 

barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
34

 

d. Suatu sebab yang halal 

      Dalam Pasal 1320 BW tidak dijelaskan pengertian sebab yang 

halal. Di dalam Pasal 1337 BW hanya disebutkan causa yang 

terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

      Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika 

isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk 

menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan 

kesusilaan (goedezeden) bukanlah masalah yang mudah, karena 

istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda 

antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok 

masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap 

kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

      Dua syarat yang pertama mewakili syarat subjektif, yang 

berhubungan dengan subjek dalam perjanjian, dan dua syarat yang 

terakhir berhubungan dengan syarat objektif yang berkaitan dengan objek 

perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan 

sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Kesepakatan dan kecakapan 

menyangkut subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum 
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yang terjadi dengan dilanggarnya syarat tersebut mengakibatkan 

perjanjian dapat dibatalkan (voidable). Sehingga jika para pihak yang 

tidak keberatan dengan pelanggaran syarat subjektif ini dan tidak 

melakukan upaya pembatalan perjanjian melalui Pengadilan, maka 

perjanjian tersebut tetap sah. Mengenai pembatalan tersebut, Pasal 1454 

BW memberikan jangka waktu yaitu selama 5 tahun atau dalam hal 

ketidakcakapan maka jangka waktunya tidak harus menunggu 5 tahun 

tetapi sejak orang yang tidak cakap tersebut menjadi cakap menurut 

hukum. 

      Berbeda dengan syarat pertama dan syarat kedua, syarat ketiga dan 

syarat keempat merupakan syarat objektif memiliki akibat hukum di mana 

perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki 

kekuatan hukum itu sejak semula dan tidak mengikat para pihak yang 

membuat perjanjian atau biasa disebut dengan batal demi hukum (null 

and void). Akibat batal demi hukumnya perjanjian, maka salah satu pihak 

tidak dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan untuk meminta 

pemenuhan prestasi dari pihak lain. Hal tersebut disebabkan perjanjian 

itu tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum. 

      Perjanjian dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu perjanjian 

nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tanpa nama). Perjanjian 

nominaat merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai 

perjanjian atau kontrak yang dikenal di dalam BW. Perjanjian innominaat 

merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai perjanjian 



37 
 

yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum 

dikenal pada saat BW diundangkan.  

      Pengertian perjanjian nominee yang dikenal juga dengan istilah 

perjanjian pinjam nama merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat 

atau perjanjian tidak bernama yang tidak dikenal dalam BW namun 

muncul dan berkembang di masyarakat. Perjanjian nominee kerap kali 

digunakan dalam hal penguasaan tanah di Indonesia oleh WNA. 

      Adapun pengertian nominee menurut Black’s Law Dictionary adalah:35 

1. a person who proposed for an office, membership, award or like 
title, or status. An individual seekingnomination, election or  
appointment  is  a  candidate. A candidate for election becomes a 
nominee after being  formally nominated. 2. A person designated to 
act in place of another usually in a very limited way. 3. A party who 
holds bare legal title for the benefit of other or who receives and 
distributes funds for the benefit of other.  
 

      Dari pengertian yang diberikan mengenai nominee tersebut dapat 

diketahui bahwa secara harfiah, nominee mempunyai dua arti yang 

berbeda. Pertama, nominee merujuk pada suatu usulan atau nominasi 

kandidat atau calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu, untuk 

memperoleh suatu penghargaan tertentu, atau untuk jenis-jenis 

pencalonan lainnya. Kedua, nominee memberikan pengertian sebagai 

seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain. Dalam pengertian yang 

kedua ini seorang nominee dibedakan dari seorang pemberi kuasa dalam 

keadaan; dimana nominee menjadi pemilik dari suatu benda (termasuk 

kepentingan atau hak yang lahir dari suatu perikatan) yang berada dalam 
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pengurusannya; sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilik 

dari benda (termasuk kepentingan) yang diurus oleh nominee tersebut.36 

      Perjanjian nominee dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari 

perjanjian innominaat karena belum ada pengaturan secara khusus 

tentangnya dan tidak secara tegas disebutkan dalam Pasal-Pasal BW. 

Apabila hanya dilihat dari sisi pemenuhan prestasi para pihak yang 

terlibat di dalam perjanjian, perjanjian nominee sebetulnya dapat 

dimasukkan dalam jenis perjanjian atas beban. 

      Perjanjian nominee dalam praktiknya tidak hanya digunakan oleh 

pihak asing (WNA) untuk berinvestasi di Indonesia, namun juga 

digunakan oleh pasangan perkawinan campuran beda kewarganegaraan 

(yang tidak membuat perjanjian perkawinan) untuk memiliki properti di 

Indonesia, sehingga keberadaan perjanjian nominee di Indonesia 

cenderung lebih banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk 

melakukan penyulundupan hukum. 

      Perwujudan nominee ini ada pada surat perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak, yaitu antara WNA dan WNI sebagai pemberi kuasa (nominee) 

yang diciptakan melalui satu paket perjanjian itu pada hakikatnya 

bermaksud untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin timbul 

dalam hubungan hukum antara seseorang dengan tanahnya kepada 

WNA selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya seorang pemilik 

yang sebenarnya dari sebidang tanah yang menurut hukum di Indonesia 
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 Gunawan  Widjadja, Nominee  Shareholders  Dalam  Perspektif  UUPT  Baru  
dan  UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik, Jurnal Hukum 
dan Pasar Modal, Volume III Edisi 4, Agustus-Desember 2008, hal. 43. 



39 
 

tidak dapat dimilikinya yaitu hak milik. Pemberian kuasa tersebut 

merupakan perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan 

(wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan.37 

2. Nominee  dalam Kepemilikan Saham  

      Penggunaan konsep nominee yang dapat ditemukan dalam beberapa 

transaksi bisnis, antara lain dalam kepemilikan saham (nominee 

shareholder) oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara 

Asing, kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing dengan status hak 

milik di Indonesia, serta penunjukan seseorang untuk menjabat sebagai 

direktur dari perusahaan (nominee director). 

      Konsep nominee tidak mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum 

di Indonesia, khususnya dalam nominee shareholder pada badan hukum 

Perseroan Terbatas. Konsep kepemilikan saham yang dianut dalam 

UUPT merupakan kepemilikan saham mutlak (dominium plenum). 

Konsep Dominium Plenum tercermin dalam Pasal 52 Ayat (4) UUPT yang 

mengatur bahwa setiap saham memberikan kepada pemilikinya hak yang 

tidak dapat dibagi. Namun pada kenyataannya, nominee shareholder  

tetap masih digunakan pihak asing untuk berinvestasi secara langsung 

dengan membuat nominee agreement. 

     Latar belakang dari penggunaan konsep nominee dalam kepemilikan 

saham oleh pihak asing adalah untuk mencari jalan keluar dari 
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 Subekti (a), Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti : Bandung, Cetakan X, 1995, hal. 
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pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak asing 

yang menunjuk pihak Indonesia sebagai nominee tentunya memiliki 

kepentingan komersial tertentu, yaitu untuk mendapatkan keuntungan-

keuntungan dengan melakukan investasi dalam bidang usaha yang 

tertutup bagi investasi di Indonesia. Dengan tujuan untuk kepentingan 

komersial tersebut, pihak asing memiliki keinginan untuk tidak diketahui 

oleh khalayak umum ataupun pemerintah Indonesia sebagai pihak yang 

sebenarnya memiliki saham. Dengan menggunakan konsep nominee, 

maka nama dan identitas dari pemilik saham yang sebenarnya akan 

dapat dirahasiakan dari khalayak umum dan pemerintah Indonesia 

karena nama dan identitas yang tercatat sebagai pemilik dari saham 

tersebut adalah nama dan identitas dari pihak nominee yang ditunjuk. 

      Di dalam Pasal 13 Ayat (2) UUPM telah ditentukan daftar bidang 

usaha tertutup bagi investasi, baik investasi domestik maupun investasi 

asing yang meliputi : 38 

a. produksi senjata; 
b. mesiu; 
c. alat peledak; 
d. peralatan perang; dan 
e. bidang usaha yang dinyatakan eksplisit tertutup berdasarkan 

undang-undang (Pasal 13 Ayat (2) UUPM). 
 

      Seiring dengan berjalannya waktu, pembentukannya pun mengalami 

perkembangan mulai dari nominee yang dibuat langsung hingga nominee 

agreement yang dibuat secara tidak langsung demi menyembunyikan 

atau menyamarkan perjanjian nominee tersebut. Praktik pembentukan 
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nominee mulai marak digunakan ketika diundangkannya UUPM yang 

melarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan 

bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas 

nama orang lain. 

      Pelaksanaan nominee agreement di Indonesia seperti yang telah 

dijelaskan di atas, menemui beberapa kendala. Pelanggaran terhadap 

syarat objektif dalam Pasal 1320 BW mengenai sebab yang halal dan 

penjabarannya mengenai sebab yang halal dalam Pasal 1337 BW bahwa 

nominee agreement tidak boleh bertentangan dengan undang-undang 

menjadi alasan nominee saham di Indonesia tidak dapat dituntut 

pemenuhannya atau pelaksanaannya di hadapan hukum. Hal ini 

dikarenakan nominee saham bertentangan dengan Pasal 52 Ayat (4) 

UUPT mengenai konsep kepemilikan saham secara dominium plenum, 

serta salah satu syarat pendirian perseroan terbatas yang terdiri dari 2 

(dua) orang atau lebih dalam arti terdapat 2 (dua) pemegang saham atau 

lebih pada Pasal 7 Ayat (1) UUPT menjadi bertentangan apabila prestasi 

yang diinginkan para pihak dalam nominee agreement untuk memiliki 

saham dalam perseroan sebesar 100%. 

      Dalam kepemilikan saham oleh pihak asing yang menggunakan 

konsep nominee, pada umumnya nama dan identitas dari pihak yang 

tercatat sebagai pemilik sah dalam daftar pemegang saham perusahaan 

hanya nama dan identitas diri dari pihak nominee. Nama dan identitas diri 

dari pihak beneficiary tidak muncul dalam bentuk apapun juga dalam 
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daftar pemegang saham perusahaan. Dengan digunakannya nama serta 

identitas dari nominee sebagai pihak yang tercatat secara hukum, maka 

pihak beneficiary memberikan kompensasi dalam bentuk nominee fee. 

Jumlah dari nominee fee tersebut berdasarkan kesepakatan bersama 

antara nominee dan beneficiary. Setelah tercapainya kesepakatan 

bersama, maka jumlah dan tata cara pembayaran dari nominee fee akan 

dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani 

oleh nominee dan beneficiary sebagai suatu bentuk persetujuan.39 

      Adapun karakteristik atau ciri-ciri penggunaan konsep nominee 

saham antara lain:40 

a. Terdapatnya 2 jenis kepemilikan yaitu kepemilikan secara hukum 
(juridische eigendom) dan secara manfaat (economische 
eigendom);  

b. Nama dan identitas nominee akan didaftarkan sebagai pemilik dari 
saham di daftar pemegang saham perusahaan dalam kepemilikan 
saham oleh nominee; 

c. Pihak nominee menerima fee dalam jumlah tertentu sebagai 
kompensasi penggunaan nama dan identitas dirinya untuk 
kepentingan beneficiary. 
 

      Dengan demikian, dapat dilihat bahwa struktur yang digunakan dalam 

konsep nominee adalah terdapatnya perjanjian yang dibuat oleh dan 

antara nominee dengan beneficiary, yang dikenal dengan nama nominee 

agreement. Nominee dan beneficiary akan menentukan hal-hal apa saja 

yang akan dituangkan dalam nominee agreement tersebut. Dalam 

perjanjian tersebut selain mengatur mengenai jumlah dan tata cara 
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pembayaran nominee fee, juga akan mengatur mengenai ketentuan-

ketentuan yang mewajibkan dan/atau melarang nominee untuk 

melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan penggunaan konsep 

nominee. 

      Pelaksanaan gadai saham dalam rangka mendukung praktik nominee 

saham juga mengalami kendala dalam hal ini bertentangan dengan 

prinsip pengalihan manfaat dalam gadai seperti yang telah dijelaskan 

pada bagian terdahulu. Dalam UUPT dianut konsep dominium plenum 

yang berarti bahwa saham adalah sebagai suatu unitas yang 

mengajarkan bahwa saham dari suatu PT merupakan satu kesatuan yang 

utuh. Doktrin ini dengan tegas diatur dalam Pasal 52 Ayat (4) UUPT yang 

menentukan bahwa setiap saham memberikan hak kepada pemilik hak 

yang  tidak  dapat  dibagi-bagi.  Itulah  sebabnya  maka dalam  perjanjian  

gadai  saham, dengan ditentukan hak suara tetap berada pada 

pemegang saham, bukan pada pihak penerima gadai sebagaimana diatur 

dalam Pasal 60 Ayat (4) UUPT. Pelaksanaan perjanjian nominee yang 

dibentuk secara langsung dengan nominee agreement adalah batal demi 

hukum. Untuk pembentukan nominee langsung, dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya dilarang. 
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C. Perseroan Terbatas  

1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum  

      Istilah perseroan pada perseroan terbatas41 menunjuk pada cara 

penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau 

saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab 

para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah 

nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Menurut  M. Yahya 

Harahap dalam ilmu hukum dikenal 2 subjek hukum, yaitu orang pribadi 

(natural person atau naturlijk person) dan badan hukum (legal entity atau 

recht person). Badan hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut 

Corpus atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Body. Proses lahirnya 

sebuah badan hukum terjadi melalui suatu proses hukum, berbeda 

dengan orang pribadi yang prosesnya sebagai subjek hukum lahir secara 

alamiah. Dengan kata lain, perseroan dapat disebut sebagai makhluk 

badan hukum yang berwujud artifisial (kumstmatig, artificial) yang dicipta 

oleh negara melalui sebuah proses hukum. 42 

      Berdasarkan pada rumusan Pasal 1 Angka 1 UUPT, unsur-unsur 

konsep perseroan terbatas yaitu:43 
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 Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi  persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.  (Pasal 1 Angka 1 UUPT) 
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 M. Yahya Harahap (b), Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika : Jakarta, 

2009, hal. 36. 
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 Abdulkadir Muhammad (c), Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti : 
Bandung, 2010, hal 109-110. 
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a. Badan hukum  

      Setiap perseroan adalah badan hukum. Artinya, badan yang 

memenuhi syarat undang-undang sebagai subjek hukum, pendukung 

hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan 

memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuannya itu, perseroan 

memiliki harta kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan pribadi 

pendiri atau pengurusnya. Perseroan terbatas adalah persekutuan 

modal yang bertujuan melakukan kegiatan perusahaan. 

b. Didirikan berdasar pada perjanjian 

      Setiap perseroan didirikan berdasar pada perjanjian artinya, harus 

ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan 

perseroan, yang dibuktikan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk 

anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di 

muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada 

saat perseroan didirikan.  

c. Melakukan kegiatan usaha 

      Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam 

bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan 

pembiayaan) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. 

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya 

kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang 

berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut 

undang-undang yang berlaku.  
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d. Modal dasar 

      Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statuter, dalam 

bahasa Inggris disebut authorized capital. Modal dasar merupakan 

harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan dan pemegang 

saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) UUPT, modal dasar 

perseroan sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah).  

e. Memenuhi persyaratan undang-undang 

      Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan 

undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. 

Kententuan ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem 

tertutup (closed system). Keteraturan organisasi perseroan sebagai 

badan hukum dapat diketahui melalui ketentuan undang-undang 

perseroan, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga 

perseroan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

      Sebagai badan hukum persekutuan modal, perseroan juga harus 

memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam undang-

undang perseroan, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan 

sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan 

sendiri. Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ 

yang terdiri atas RUPS, direksi, dan dewan komisaris (Pasal 1 Angka 2 

UUPT).  
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      Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri 

atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang 

berupa benda bergerak yang berwujud seperti kendaraan bermotor dan 

barang inventaris, benda bergerak yang tidak berwujud seperti surat 

berharga, hak kekayaan intelektual perseroan dan piutang perseroan,  

serta benda tidak bergerak yang berwujud seperti gedung perkantoran.  

      Pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan pemegang 

saham dimaksudkan agar antara kepentingan perseroan dengan 

pemegang saham tidak menjadi satu. Harta kekayaan perseroan 

dimaksudkan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan perseroan 

sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. 

Apabila antara harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pemegang 

saham menjadi satu, maka konsekuensinya adalah pemegang saham 

akan bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan-perbuatan 

hukum yang dilakukan atas nama PT.44 

PT merupakan badan hukum ialah suatu badan yang ada karena 
hukum, sebagai pendukung kewajiban dan hak tertentu. Biasanya 
juga dikenal dengan istilah artificial person, maksudnya secara 
hukum dapat dianggap seperti manusia yang bisa dimintai 
pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan hukum.45 
 

      Pasal 7 Ayat (4) UUPT menentukan status perseroan terbatas 

sebagai badan hukum diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan 

Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 
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 Zarman Hadi, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, 
dan Direksi dalam Perseroan Terbatas, UB Press : Malang, 2011, hal. 35. 
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Yogyakarta, 2010, hal. 7. 
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      Suatu badan hukum usaha banyak dipiilh oleh masyarakat oleh 

karena PT mempunyai nilai-nilai leblh baik ditinjau dari aspek ekonomi 

sendiri maupun dan aspek yuridisnya. Kedua aspek tersebut adalah 

saling mengisi satu terhadap yang lain. Sedangkan aspek hukumnya 

memberikan rambu-rambu pengaman serta mengatur agar 

keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan 

sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi.46 

      Mengenai saat suatu perseroan terbatas mulai berstatus sebagai 

badan hukum, masih terdapat ketidakseragaman. Di satu sisi, ada yang 

berpendapat bahwa perseroan terbatas mulai berstatus badan hukum 

setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di sisi lain ada pula yang 

berpendapat bahwa perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum 

itu tidak cukup hanya dengan pengesahan Menteri, tetapi harus ditambah 

dengan telah dilakukannya pendaftaran47 dan pengumuman48 terhadap 

perseroan terbatas.49 
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Johari Santoso, Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis, 

Jurnal Hukum, Nomor 15, Volume 7, Desember 2000, hal. 197. 
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      Teori-teori mengenai badan hukum mencoba untuk menerangkan 

gejala hukum yakni adanya suatu organisasi yang mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama dengan orang. Di satu pihak hanya oranglah yang 

dapat menyatakan kehendaknya tetapi di lain pihak harus diakui adanya 

suatu bentuk kerja sama atau kesatuan yang mempunyai hak dan 

kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang yang melakukan 

tindakan hukum atas nama kesatuan tersebut. Diakui atau diterimanya 

suatu teori hukum akan memengaruhi pula keputusan yang diambil oleh 

pembuat undang-undang tatkala menyusun suatu undang-undang. 

Kriteria mengenai badan hukum perlu ditentukan, misalnya saja melalui 

menyusun undang-undang tersendiri mengenai badan hukum, ini menjadi 

sebuah kebutuhan mengingat kemungkinan ikut sertanya badan usaha 

dari luar negeri sebagai pendiri atau pemegang saham PT sehingga 

dapat menentukan apakah badan usaha tersebut dapat dikategorikan 

sebagai badan hukum yang dapat ikut serta di dalam lalu lintas hukum 

menurut hukum positif kita.50 

2. Organ Perseroan Terbatas 

      Suatu PT mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang 

berfungsi menjalankan perseroan. Organ di sini maksudnya bukan para 

pemegang saham melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang 

terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.51 
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      Dalam Pasal 1 Angka 2 UUPT ditentukan bahwa organ perseroan 

meliputi: 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

      Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang 

kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak 

diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam perseroan terbatas, 

yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk 

menentukan operasional dari perseroan terbatas. 52 

      Dalam UUPT mengenai RUPS diatur dalam Pasal 75 sampai 

dengan Pasal 91. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan tempat 

berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Pasal 1 Angka 4 

bahwa RUPS mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan 

dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang 

tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas 

yang ditentukan oleh UUPT dan atau anggaran dasar yang ditentukan 

perseroan. Organ ini mempunyai wewenang mengenai penggunaan 

laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, di 

samping itu mempunyai hak untuk memeroleh segala keterangan dari 

Direksi dan atau Dewan Komisaris. 

      RUPS sebagai organ tertinggi dari PT mempunyai wewenang 

yang cukup luas, namun tidak berarti RUPS dalam menjalankan 
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wewenangnya bertindak tanpa batas, dalam artian RUPS dalam 

menjalankan tugas harus tunduk kepada peraturan perundang-

undangan dan anggaran dasar (selanjutnya disingkat AD). Umumya 

RUPS diselenggarakan setahun sekali yang dikenal dengan Rapat 

Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). 

RUPS LB dapat dilakukan kapan saja, biasanya ketika perseroan 

mengalami permasalahan. Melihat kedudukan RUPS sebagai organ 

tertinggi dalam perseroan, RUPS mempunyai beberapa kewenangan 

eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan komisaris. 

Beberapa contoh kewenangan tersebut diatur dalam UUPT antara 

lain: 

1) Penetapan perubahan AD (Pasal 19 UUPT); 

2) Penetapan pengurangan modal (Pasal 44 UUPT); 

3) Memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan 

(Pasal 66 UUPT); 

4) Penetapan penggunaan laba (Pasal 71 UUPT); 

5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 

94, 105, 111 dan 119 UUPT); 

6) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan 

pengambilalihan (Pasal 124 dan 127 UUPT); 

7) Penetapan pembubaran PT (Pasal 142 UUPT). 

      Wewenang ekslusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak 

dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, 



52 
 

sedangkan wewenang ekslusif dalam anggaran dasar semata-mata 

berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri 

Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar 

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.53 

b. Direksi 

      Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan 

serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan 

sesuai dengan AD, demikian ditentukan dalam Pasal 1 Angka 4 

UUPT. Kemudian dipertegas oleh Pasal 79 Ayat (1) jo Pasal 82 yaitu 

kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (bukan kepada 

perseorangan pemegang saham) untuk kepentingan dan tujuan 

perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.54 

      Tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan perseroan 

adalah tugas dan wewenang setiap anggota direksi, namun tugas dan 

wewenang direksi dibatasi oleh peraturan undang-undang, maksud 

dan tujuan perseroan dan pembatasan-pembatasan dalam anggaran 

dasar. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang mengikat 

direksi tersebut di atas UUPT dengan tegas dan jelas mengatur 

bahwa pembatasan dimaksud pada dasarnya tidak mempunyai akibat 

keluar dalam artian perbuatan hukum yang dilakukan direksi tanpa 
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persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tetap mengikat perseroan 

sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 

Hal ini bermaksud untuk melindungi bahwa pihak lain atau pihak 

ketiga yang terlibat hubungan hukum. 

      Tanggung jawab Direksi dilandasi prinsip fiduciary duty yaitu 

prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan dipercayakan 

kepadanya oleh perseroan dan prinsip duty of skill and care yaitu 

prinsip yang mengacu pada kemampuan serta kehati-hatian Direksi. 

      Dengan adanya prinsip ini maka Direksi dituntut untuk bertindak 

secara hati-hati dan disertai itikad baik juga penuh tanggung jawab 

bagi kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap hal 

tersebut, membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena ia 

dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang 

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. 

c. Dewan Komisaris 

      Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan 

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 Angka 

5 UUPT).55 

      Perkataan Komisaris mengandung pengertian baik secara organ 

maupun sebagai orang perorangan. Sebagai organ komisaris lazim 

juga disebut Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang 
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perseorangan disebut anggota komisaris. Sebagai organ, dalam 

UUPT pengertian komisaris termasuk juga badan-badan lain yang 

menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu. 

      Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan 

atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya 

pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai manajemen 

perseroan maupun kegiatan usaha perseroan, dan memberi arahan 

kepada direksi. Dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi 

eksekutif. Sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-

perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, 

persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula 

perbuatan pengurusan. 

      Tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada 

dewan komisaris demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan 

satu atau beberapa orang pemegang saham. Hal ini ditentukan dalam 

Pasal 85 Ayat (4) UUPT yang melarang anggota dewan komisaris 

untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan 

suara pada saat RUPS. Dalam pengurusan perseroan kedudukan 

direksi dan dewan komisaris adalah setara. Tanggung jawab dewan 

komisaris hampir sama dengan tanggung jawab direksi. 

Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab dewan komisaris 

terdapat dalam aspek pengawasan atas kebijakan pengurusan yang 

dilakukan direksi dan pemberian nasihat kepada direksi, sedangkan 
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tanggung jawab direksi terdapat dalam aspek pengurusan, 

pengelolaan dan perwakilan perseroan. 

      Tanggung jawab Komisaris dalam hal terjadi kesalahan atau lalai 

dalam melakukan tindakan pengurusan maka berlaku pula tanggung 

jawab Direksi untuknya, yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban 

secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya.  

      Selain itu Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan 

mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada 

perseroan tersebut. 

3. Tanggung Jawab Pemegang Saham 

      Pada dasarnya pemegang saham (shareholder) dari perseroan 

adalah pemegang saham yang diberi sertifikat saham sebagai bukti, 

bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari perseroan 

tersebut, akan tetapi karena perseroan merupakan wujud yang terpisah 

dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak 

boleh menuntut aset perseroan. 

      Pemegang saham sebagai pemilik hanya mempunyai hak kontrol 

tidak langsung atas operasional sehari-hari perseroan dan atas segala 

kebijaksanaan Direksi dan pemegang saham tidak memikul tanggung 

jawab atas pelaksanaan fungsi Direksi. Saham yang dimilki pemegang 

saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada 

umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk 

mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima 
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persentase aset perseroan secara proporsional sesuai jumlah saham 

yang dimiliki apabila perseroan dilikuidasi. Semakin banyak saham yang 

dimiliki seorang pemegang saham semakin besar kekuasaan kontrol 

yang dapat dilakukannya. 

      Pasal 3 Ayat (1) UUPT menentukan pemegang saham perseroan 

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas 

nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan 

melebihi saham yang dimiliki. Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan 

Pasal 3 Ayat (1) UUPT, bahwa pemegang saham hanya bertanggung 

jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak 

meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham 

yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah tanggung jawab 

terbatas (limited liability). Jadi bertitik tolak dari konsep dan prinsip 

separate entity dan corporate entity yang melahirkan tanggung jawab 

terbatas (limited liability) pemegang saham. Melalui limited liability ini 

bertujuan agar para pemegang saham berkeinginan untuk menaruh 

sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul risiko 

yang dapat menjangkau harta pribadinya. 

D. Landasan Teori 

1. Teori Kepastian Hukum  

      Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai 

pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus 
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menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil 

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab 

secara normatif, bukan sosiologi.56 

      Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling 

mengikat. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan 

yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu 

lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan 

kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan 

dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, 

termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim 

atau administrasi (pemerintah).57 Sedangkan aspek lainnya dari konsep 

kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai 

akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat tindakan maupun kelalaian.58 

      Menurut Kelsen, “hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman 

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan 
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dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan 

itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.59 

      Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada 

kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan 

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summon 

ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya hukum yang 

keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan 

demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan 

tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.60 

      Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) 

dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan 

norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. 

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 

tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan 

keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual 
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mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil 

bukan sekedar hukum yang buruk.
61

 

      Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

Negara terhadap individu.62 

      Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang 

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan 

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar 

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan 

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum 

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan 

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.63 

      Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-
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sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav 

Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang 

tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian 

hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan 

dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. 

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai 

keadilan dan kebahagiaan.64 

2. Teori Tanggung Jawab  

      Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai 

liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada 

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang 

dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk 

pada pertanggungjawaban politik.65 Teori tanggung jawab lebih 

menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan 

peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai 

dalam arti liabilty.66 Berdasarkan hukum tanggung jawab adalah suatu 

akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang 

berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.67 

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum 

                                                             
64

 Ibid., hal. 95. 
65

 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006, 
hal. 337. 

66
 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, 

Raja Grafindo Perss : Jakarta, 2011, hal. 54. 
67

 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta : Jakarta, 2010, hal. 
45. 



61 
 

bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang 

melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi 

pertanggungjawabannya.68 

      Hukum Perdata membagi pertanggungjawaban menjadi dua macam, 

yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability based on fault) dan 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) 

yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak 

(strict liability).69 Selanjutnya,menurut Hans Kelsen dalam teorinya 

tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang 

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau 

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang 

bertentangan”.70 Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:71 

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh 
hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya 
dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun 
tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan 
menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang 
membahayakan. 
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      Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri 

dari:
72

 

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu 
bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya 
sendiri;  

b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu 
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh 
orang lain;  

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa 
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang 
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan 
menimbulkan kerugian;  

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang 
individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya 
karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. 
 

      Sedangkan, menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab 

dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa 

teori, yaitu :73 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan 

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian.  

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend).  
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c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada 

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya 

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas 

kerugian yang timbul akibat perbuatannya. 

      Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut 

Kranenburg dan Vegtig, ada 2 (dua) teori yang melandasi, yaitu:74 

a. Teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa 
kerugian pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang akibat 
dari perbuatannya menimbulkan kerugian. Di dalam teori ini 
beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi. 

b. Teori fautes de service, yaitu teori yang mengatakan bahwa 
kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari 
pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab 
dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian 
yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang 
dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan 
ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasikan 
pada tanggung jawab yang harus ditanggung. 
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